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ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah Polres Solok kota, sehingga penulis
mengangkat sebuah judul skripsi yaitu proses penindakan pelanggaran kode etik
polisi oleh anggota kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana
berdasarkan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi
kepolisian negara Republik Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah
dalam penulisan skripsi ini adalah apa saja bentuk-bentuk pelanggaran kode etik
profesi Polri yang terjadi di Polres Solok kota dan bagaimana proses penindakan
pelanggaran kode etik profesi Polri bagi polisi yang melakukan tindak pidana di
Polres Solok Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu
pertama, untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi
Polri yang terjadi diwilayah Polres Solok kota dan yang kedua adalah untuk
mengetahui bagaimana proses penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik profesi
Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah Polres Solok
kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk
pelanggaran kode etik profesi polri yang termasuk tindak pidana yang dilakukan
oleh anggota kepolisian bisa berupa: penyalahgunaan narkotika, penggelapan,
perzinahan, penipuan, perjudian, korupsi, melakukan pungutan liar dan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT). (2) proses penyelesaian terhadap perkara
pelanggaran kode etik profesi polri yang terjadi dipolres Solok kota yaitu adanya
laporan dari masyarakat atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan,
dilaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, hasil
penyidikan dibuat dalam bentuk berkas, berkas perkara diserahkan kepada
Kapolres, membentuk Komisi Kode Etik dan melakukan Sidang Kode Etik Profesi
Polri, dan memutuskan sanksi bagi terduga pelanggar.
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